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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu aspek terpenting karena tanah sendiri dapat 

dimanfaatkan pemiliknya berdasarkan struktur tanah itu sendiri. Namun, sering kali 

luasnya tanah yang dimiliki bertimpangan jauh dengan jumlah pemiliknya. Pada gini 

rasio penguasaan tanah yang didata pada Tahun 2016 hingga 2019, sekitar 1% 

penduduk menguasai sekitar 58% sumber agrarian tersebut.1 

Harga Tanah yang selalu melonjak di tiap tahunnya membuat tanah menjadi 

salah satu kebutuhan primer seseorang. Hal ini dikarenakan tanah dapat diolah 

menjadi berbagai macam hal, yaitu sebagai tempat tinggal, ladang berkebun dan 

bertani tanpa mempedulikan semahal apapun harga tanahnya. Hal ini sangat sesuai 

dengan isi pemikiran dari seorang Nurhasan Ismail, dimana kepemilikan tanah sangat 

berkaitan dengan nilai sosial, sumber ekonomi, hingga hak previlise, bahkan dapat 

digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap Tuhan (nilai sakral).2 

Proble.matika yang timbul pasca pe.ngalihan ke.pe.milikan atau pe.nguasaan tanah 

ole.h se.jumlah pihak adalah tidak dimanfaatkannya lahan se.suai de.ngan fungsi dan 

pe.runtukannya, suatu kondisi yang dikate.gorikan se.bagai pe.ne.lantaran tanah. Dalam 

pandangan Marthin Gunardhi be.se.rta kole.ga, e.ksiste.nsi lahan te.rlantar me.nce.rminkan 

 
1 Lavinda, “Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58, Program Strategis Agraria dan Tata Ruang 

Mendesak”, diakses melalui https://ekonomi.bisnis.com/read/20160924/9/586709/g ini-rasio-

pertanahan-capai 058-program-strategis- agraria-dan-tata-ruang-mendesak pada 23 september 2021 
2 Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah 

Masyarakat”, Rechtsvinding, Vol, 1 No. 1, April 2012, hlm. 33-51. 
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ke.tidakoptimalan dalam pe.manfaatan sumbe.r daya tanah. 3  Ine.fisie.nsi dalam 

pe.manfaatan lahan dapat dikate.gorikan se.bagai tindakan yang me.ngandung unsur 

ke.se.ngajaan atau ne.glige.nce. (ke.lalaian) dari pe.me.gang hak atas tanah dalam 

me.nge.lola ase.tnya, yang be.rimplikasi pada munculnya fe.nome.na pe.ne.lantaran tanah. 

Tindakan pe.ne.lantaran tanah me.nce.rminkan ke.tidakbijaksanaan dalam 

pe.nge.lolaan ase.t, ke.tidake.fisie.nan se.cara e.konomis (hilangnya pote.nsi nilai e.konomi 

tanah), se.rta be.rte.ntangan de.ngan asas ke.adilan. Hal ini se.kaligus me.rupakan be.ntuk 

pe.ngabaian ke.wajiban yang me.le.kat pada pe.me.gang hak atau pihak yang te.lah 

me.ndapatkan alas hak dalam pe.nguasaan tanah.4 Se.sungguhnya, lahan me.miliki nilai 

fungsi dan manfaat yang vital bagi ke.butuhan masyarakat. Pada wilayah yang 

te.rdampak be.ncana se.ismik se.pe.rti yang te.rjadi di kawasan Palu, Sigi, dan Donggala, 

Provinsi Sulawe.si Te.ngah pada tahun 2018, para pe.nyintas be.ncana me.manfaatkan 

lahan non-produktif e.ks Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT. Le.mbah Palu Nagoya 

de.ngan are.a se.luas 900.000 m2 dan lahan tidak te.rke.lola e.ks Hak Guna Usaha (HGU) 

yang te.rdaftar atas nama PT Hasfarm Holtikultura Sulawe.si de.ngan luas me.ncapai 

3.620.000 m2.5 

Re.alitanya, fe.nome.na pe.ne.lantaran lahan ole.h para pe .me.gang hak masih te.rjadi 

se.cara e.kste.nsif. Data yang dirilis ole.h organisasi pe.mantau ke.hutanan Fore.st Watch 

 
3 Marthin Gunardhy, dkk., “Eksistensi Lahan Terlantar Di Kawasan Renon Denpasar”, Ruang 

Space, Vol. 6, No. 1, April 2019, hlm. 71-84. 
4 Lianton Vicco Yunior, “Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar” 

Jurist-Diction, Vol. 2, No. 6, November 2019, hlm. 2175-2198.  
5 Handoyo, 2019, “BPN: Relokasi Korban Gempa Palu Manfaatkan Tanah Terlantar”, yang 

diakses melalui https://nasional.kontan.co.id/news/bpn-relokasikorban-gempa-palu-manfaatkan-tanah-

telantar pada 23 september 2021 
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Indone.sia (FWI) me.ngungkapkan bahwa te.rdapat 1,5 juta he.ktare. lahan Hak Guna 

Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan se.suai pe.runtukannya. Dari total 4,3 juta 

he.ktare. lahan HGU yang ada, hanya 2,8 juta he.ktare. yang dioptimalkan untuk 

ke.giatan pe .rke.bunan. 6  Hasil pe.ndataan Konsorsium Pe.mbaruan Agraria (KPA) 

me.ngindikasikan bahwa distribusi ulang lahan yang me.me.nuhi krite.ria dan prinsip 

dasar re.forma agraria masih te.rbatas pada are.a se.luas 785 he.ktare.. 7  Be.rdasarkan 

dokume.ntasi kine.rja yang dirilis Ke.me.nte.rian Agraria dan Tata Ruang, hingga akhir 

pe.riode. 2014 te.rcatat akumulasi lahan te.rlantar di Indone.sia te.lah me.ncapai luasan 4 

(e.mpat) juta he.ktare..8 

Se.te.lah me.le.wati pe.riode. 3 (tiga) tahun, Me.nte.ri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan 

Djalil, me.ngungkapkan data te.rbaru pada tahun 2017 yang me.nunjukkan e.ksiste.nsi 

lahan te.rlantar di Indone.sia me.ncapai minimal 400 ribu he.ktare., dimana are.a te.rse.but 

tidak dike.lola se.cara e.fe.ktif ole.h pe.miliknya. 9  Disparitas data te.rse.but dapat 

dije.laskan me.lalui 2 (dua) sce.nario: ke.be .rhasilan imple.me.ntasi ke.bijakan pe.ne.rtiban 

tanah te.rlantar, atau te.rjadinya distorsi dalam siste.m pe.ndataan. Adapun validitas data 

tanah te.rlantar me.rupakan informasi yang akse.snya te.rbatas pada pre.side.n dan 

 
6 Dimas Jarot Bayu, 2019, “Sebanyak 1,5 Juta Hektare Lahan Terlantar di Indonesia”, diakses 

melalui https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a5521776b2/ sebanyak-15-juta-hektare-lahan-

terlantar-di-indonesia, tanggal 23 september 2021 
              7 Ibid.  

8  Afifa Eka Putri, “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Yang 

Termasuk Tanah Terlantar (Studi Kasus di Desa Madapolo Kecamatan Obi)”, Dinamika Hukum, Vol. 

26, No. 4, Februari 2020, hal. 395-407. 
9 Eduardo Simorangkir, “Ada 400 ribu Ha Tanah Terlantar di RI”, yang diakses melalui 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d3726272/ada-400-ribu-ha-tanah-terlantar-di-ri, 

tanggal 23 september 2021. 
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Ke.me.nte.rian Agraria dan Tata Ruang10 Jika bocor ke. masyarakat data fisik tanah 

te.rlantar, akan te.rjadi pe.nye.robotan tanah te.rlantar dan sudah te.ntu hal te.rse.but sangat 

tidak diharapkan. 11  Walaupun informasi me.nge.nai lahan yang te.rbe.ngkalai tidak 

disampaikan se.cara te.rbuka ke.pada publik, upaya pe.ngaturan tanah yang tidak 

dimanfaatkan harus te.tap dijalankan de.ngan optimal untuk me.nciptakan pe.me.rataan 

e.konomi dalam pe.me.nuhan ke.butuhan lahan masyarakat. Situasi lahan yang 

te.rbe.ngkalai ini dapat dikaji dari sudut pandang Indone.sia yang me.nganut siste.m 

ne.gara hukum. Indone.sia adalah ne.gara yang be.rpe.gang pada asas hukum dalam 

me.ngatur inte.raksi antar warganya, maupun hubungan antara pe.me.rintah se.laku 

pe.mbuat re.gulasi de.ngan masyarakatnya. Se.tiap aktivitas yang diambil ole.h 

pe.me.rintah dan masyarakat me.miliki ke.te.ntuan yang me.ngaturnya, se.rta me.miliki 

sanksi atau dampak hukum yang me.nye.rtainya. Me.mbiarkan lahan tak te.rurus ole.h 

pe.milik yang se.cara sah me.miliki dasar hukum atas tanahnya dapat be.rakibat 

hilangnya hak ke.pe .milikan se.suai de.ngan ke.te.ntuan yang te.rtuang dalam Pe.raturan 

Pe.me.rintah Nomor 11 Tahun 2010 te.ntang Pe.ne.rtiban dan Pe.ndayagunaan Tanah 

Te.rlantar. 

Re.gulasi me.njadi salah satu tolok ukur yang me.nunjukkan ke.be.rhasilan 

imple.me.ntasi hukum dalam me.nata lahan yang te.rbe.ngkalai. Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 yang me.ngatur te.ntang Ke.te.ntuan Pokok Agraria (UUPA) me.rupakan 

landasan fundame.ntal dalam pe.ngaturan pe.nataan tanah yang tidak dimanfaatkan. 

 
10 Tedy Gumilar, 2010, “Hanya Presiden dan BNP yang Tahu Data Tanah Terlantar”, yang 

diakses melalui https://nasional.kontan.co.id/news/hanya-presiden-dan-bnp-yang-tahu-data-tanah-

terlantar-1, tanggal 23 september 2021. 
11 Ibid. 
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UUPA me.miliki filosofi bahwa tanah me.miliki fungsi sosial yang me.ngharuskan 

pe.nge.lolaannya dilakukan se.cara te.pat dan be.rmanfaat.. Namun nyatanya, 

pe.manfaatan tanah masih saja me .ngalami ke.ndala se.hingga Pe .me.rintah te.rus 

me.lakukan pe.mbaruan dalam pe .ngaturan pe.rtanahan. Hingga 2020 ke .marin, 

Pe.me.rintah me.ngundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 te.ntang Cipta 

Ke.rja (Le.mbaran Ne.gara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Le.mbaran Ne.gara 

Nomor 6573), (se .lanjutnya ditulis se.bagai UUCK). UUCK me.nye.ntuh banyak aspe.k 

dalam pe.ngaturan tanah, te.rmasuk pe.ngaturan tanah te.rlantar yang dite.tapkan dalam 

Pasal 125 hingga 135. Ke.te.ntuan Pasal 125 sampai de.ngan 135 UUCK ini 

me.ngisyaratkan untuk me.mbe.ntuk se.buah badan Bank Tanah yang dibe.ntuk 

Pe.me.rintah Pusat untuk me.nge.lola tanah dan me.ndukung jaminan tanah dalam 

rangka me.wujudkan e.konomi be.rke.adilan yang be.rtujuan bagi ke.pe.ntingan sosial, 

khalayak umum, ke.pe.ntingan pe.mbangunan nasional, pe.me.rataan e.konomi, re.forma 

agraria, dan konsolidasi tanah.  

De.ngan de.mikian, ke.be.radaan Undang-Undang Cipta Ke.rja yang baru 

diharapkan tidak hanya dapat me.mpe.rce.pat inve.stasi, te.tapi juga me.njamin 

pe.nge.lolaan tanah yang be.rke.lanjutan dan be.rke.adilan. Hal ini pe.nting untuk 

me.nyakinkan bahwa pe.manfaatan tanah te.rlantar mampu me.mbe.rikan dampak positif 

bagi pe.re.konomian nasional, se.kaligus me.ningkatkan ke.se.jahte.raan masyarakat yang 

tinggal di se.kitar are.a te.rse.but. Ke.be .rhasilan imple.me.ntasi undang-undang ini akan 

sangat be.rgantung pada kolaborasi antara pe.me.rintah, masyarakat, dan se.ktor swasta 

dalam me.wujudkan tujuan te.rse.but. 
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Salah satu poin pe.nting dalam Undang-Undang Cipta Ke.rja adalah pe.ne.tapan 

prose.dur untuk pe.nguasaan tanah te.rlantar. Pasal-Pasal yang te.rtulis dalam Undang-

Undang ini me.mbe.rikan ke.rangka hukum yang je.las me.nge.nai langkah-langkah yang 

dapat diambil te.rhadap tanah yang tidak dimanfaatkan. De.ngan adanya pe.doman 

yang te.rpe.rinci, pe.me.rintah me.miliki alat yang le.bih e.fe.ktif untuk me.ngide.ntifikasi, 

me.nge.lola, dan me.manfaatkan tanah te.rlantar, yang se.be.lumnya se.ring kali 

te.rabaikan. 

Ke.be.radaan prose.dur ini sangat pe.nting untuk me.ndorong pe.manfaatan tanah 

se.cara produktif dan be.rke.lanjutan. Me.lalui re.gulasi yang je.las, inve.stor dan 

pe.ngusaha dapat me.rasa le.bih yakin untuk be.rinve.stasi dalam pe.nge.mbangan are.a 

yang se.be.lumnya tidak te.rpakai, se.hingga me.mbuka pe.luang bagi pe.rtumbuhan 

e.konomi dan pe.nciptaan lapangan ke.rja. Se.lain itu, pe.nde.katan ini juga dapat 

me.mbantu me.ngurangi konflik tanah yang mungkin timbul akibat ke.tidakje.lasan 

status ke.pe.milikan dan pe.nggunaan tanah. 

Undang-Undang Cipta Ke .rja tidak hanya me.ne.kankan e.fisie.nsi dan e.fe.ktivitas 

dalam pe.nguasaan tanah, te.tapi juga me.nge.de.pankan prinsip ke.be.rlanjutan. De .ngan 

me.mpe.rhatikan aspe.k lingkungan dan sosial, prose.s pe.nguasaan tanah te.rlantar dapat 

dilakukan de.ngan cara yang tidak me.rugikan masyarakat se.kitar. Ole.h kare.na itu, 

imple.me.ntasi yang te.pat dari ke.te.ntuan ini akan be.rkontribusi pada pe.nge.mbangan 

yang le.bih inklusif dan be.rtanggung jawab, me.mastikan bahwa manfaat dari 

pe.manfaatan tanah dapat dirasakan ole.h se.mua pihak, te.rmasuk ge.ne.rasi me.ndatang. 
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Me.skipun Undang-Undang Cipta Ke.rja se.bagai panduan untuk me.ngatur 

ke.te.rtiban manusia te .lah dipe.rbarui, pe.ne.rapannya di lapangan masih me.nghadapi 

banyak tantangan. Banyak pihak yang me.mpe .rtanyakan e.fe.ktivitas dan imple.me.ntasi 

dari ke.te.ntuan ini, te.rutama dalam konte.ks hak masyarakat atas tanah. Pe.ne.gakan 

hukum yang kurang te.gas dan adanya tumpang tindih ke.pe.ntingan se.ring kali 

me.njadi hambatan dalam pe.ngaturan tanah te.rlantar. 

Se.hingga pe.rtanggal 31 Mare.t 2023, status Undang-Undang te.rse.but dicabut dan 

diganti de.ngan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 te.ntang Pe.ne.tapan Pe.raturan 

Pe.me.rintah Pe.ngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 te.ntang Cipta Ke.rja 

me.njadi Undang-Undang, hal ini dikare .nakan Mahkamah Konstitusi te.lah 

me.ne.tapkan putusan de.ngan amar, bahwa Undang-Undang Cipta Ke.rja be .rte.ntangan 

de.ngan UUD RI 1945. Se .lain itu Undang-Undang Cipta Ke.rja tidak me .mpunyai 

ke.kuatan hukum me.ngikat se.cara be.rsyarat.12 

Di samping itu, pe.ne.gakan hukum yang le.mah dapat me.nye.babkan 

pe.nyalahgunaan we.we.nang yang se.makin me.mpe.rburuk situasi. Tumpang tindih 

ke.pe.ntingan antara be.rbagai pihak, te.rmasuk Pe.me.rintah, Pe.nge.mbang, dan 

Masyarakat se.ring kali me.ngakibatkan ke.bingungan dan ke.tidakpastian dalam 

pe.nge.lolaan tanah. Ole.h kare.na itu, dipe.rlukan upaya kolaboratif yang me.libatkan 

se.mua pe.mangku ke.pe.ntingan untuk me.mastikan bahwa imple.me.ntasi Undang-

Undang Cipta Ke.rja dapat be.rjalan de.ngan baik dan me.mbe.rikan manfaat yang adil 

bagi se.mua pihak. 

 
12 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PUU-X\Illll2020 
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Me.ngacu e.ksplanasi di atas, pe.nulis akan me.ngulik kajian ilmiah dalam be.ntuk 

Skripsi, yang be.rjudul: Pengaturan Tanah Terlantar Sebagai Objek Bank Tanah 

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar be.lakang yang disampaikan, rumusan masalah yang akan peneliti 

bahas dalam pe.ne.litian penulisan skripsi adalah: 

1. Bagaimana kewenangan pemerintah terhadap tanah terlantar berdasarkan 

Undang-Undang Cipta Kerja? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi pemilik tanah dan hak atas tanahnya jika tanah 

yang dimiliki dinyatakan terlantar oleh Pemerintah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka pe.ne.litian pe.nulisan skripsi ini 

me.ncangkup: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan pemerintah terhadap tanah 

terlantar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pemilik tanah dan 

hak atas tanahnya jika tanah yang dimiliki dinyatakan terlantar oleh 

Pemerintah 
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D. Manfaat Penelitian 

Te.rdapat manfaat te .oritis dan praktis te .rhadap kajian ini. Adapun manfaat 

te.rse.but yakni se.bagai be.rikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

sumbangan pengetahuan serta wawasan baru di dalam Hukum Administrasi  

Negara, terkhususnya dalam hukum tanah. Penelitian ini diharapkan juga 

dapat berkontribusi bagi peneliti lain dalam penelitiannya dalam topik serupa, 

yaitu terkait pengaturan tentang tanah terlantar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Terhadap Negara 

Penulisan atas skripsi ini diharapkan dapat dijadikan salah satu panduan oleh 

para aparatur Negara dalam penyelesaikan berbagai kasus sengketa khususnya 

yang berkaitan dengan tanah terlantar 

b. Terhadap Penegak Hukum/Pengadilan 

Penulisan atas skripsi ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan oleh 

hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaikan berbagai 

kasus sengketa khususnya yang berkaitan dengan tanah terlantar 
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c. Terhadap Masyarakat/Warga Negara 

Penulisan atas skripsi ini diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat luas, 

khususnya terkait syarat-syarat suatu tanah dapat ditetapkan sebagai tanah 

terlantar sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-

hari 

d. Terhadap Dunia Akademik/Ilmu Pengetahuan 

Penulisan atas skripsi ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan 

pembelajaran baik di lingkungan universitas maupun satuan pendidikan 

lainnya yang berkaitan dengan Pengaturan Tanah Terlantar Sebagai Objek 

Bank Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja 

 

E. Ruang Lingkup 

Pe.ne.litian pe .nulisan skripsi ini hanya me .mbahas te.rkait ke.we.nangan 

pe.me.rintah te.rhadap tanah te .rlantar be.rlandaskan Undang-Undang Cipta Ke.rja juga 

akibat hukum bagi e.mpunya tanah jika tanah yang dimiliki dinyatakan te.rlantar ole.h 

Pe.me.rintah. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Sejatinya, teori adalah pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu yang 

memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Atas 

dasar keilmiahan teori, berpikir yang sistematis sangatlah perlu memanfaatkan teori.13 

Re.chtstaat (Ne.gara Hukum) yakni suatu istilah yang me.rupakan konse .p re.latif 

baru dipadankan de .ngan istilah lain dalam ke .te.tane.garaan, se.pe.rti de.mokrasi, 

konstitusi, juga ke .daulatan. Ini muncul pada abad ke .-19. Pe.ne.rapan istilah ini 

pe.rtama kali dike .nalkan ole.h Rudolf Von Gne.ist (1816-1895), se.orang profe.sor di 

Be.rlin, Je.rman. Di bukunya yang be .rjudul “das E.nglische. Ve.rwaltungsre .cht” (1857), 

ia me.nggunakan istilah ini guna me .nggambarkan siste .m pe.me.rintahan Inggris.14 

Ne.gara Hukum dalam de .finisi klasik atau se .mpit, yakni ne.gara yang tugasnya 

hanya me.mastikan tidak ada pe .langgaran te .rhadap ke.e.se.nsialan juga ke .te.rtiban 

unmum se.bagaimana yang diatur dalam hukum te .rtulis. Pe.ran ne.gara de .finit pada 

me.mpe.rtahankan jiwa, harta be .nda juga hak asasi warga ne .gara se.cara pasif. Ne.gara 

tidak ikut campur dalam urusan e .konomi atau pe.nye.le.nggaraan ke .se.jahte.raan 

masyarakat, akibat disiplin e .konomi be.rlangsung prinsip “laisse.z-faire., laisse.z-alle.r” 

yang be.rarti me .mbiarkan se.gala se.suatu be.rj;aan se.suaime.kanisme.nya pasar tanpa 

 
13 Hari Wahyono, Makna dan Fungsi Teori dalam Proses Berpikir Ilmiah dan dalam Proses 

Penelitian Bahasa, (Magelang: Universitas Tidar, 2005), hlm. 203 
14

 Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berlandaskan Hukum (Rechtsstaats) Bukan 

Kekuasaan (Machtsstaat) Rule of Law and Not Power State”, dimuat pada Jurnal Hukum juga 

Peradilan oleh Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, ISSN: 421-446, Volume 6 Nomor 3, 

November 2017, hlm. 423 
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inte.rve.nsi Bahkan me .ngacu pada Utre.cht, Negara hanya me.miliki tugas prime.r guna 

me.mpe.rtahankan juga me .mastikan ke.dudukan e.konomi dari golongan pe .nguasa 

(rulling class) juga bisa dise .but Ne.gara pe.njaga malam (We.lfare. State.). 

Ne.gara hukum pada pe.nge.rtian me.limpah atau mode .rn yakni ne.gara yang 

me.njalankan tugas me .njaga ke.amanan se.cara me.nye.luruh, te.rmaksud ke.amanan 

sosial (social se .cuirity), se.rta me.mastikan ke.makmuran umum be.rlandaskan prinsip-

prinsip hukum yang adil juga be .nar hingga hak-hak asasi warga ne .gara bisa 

dilindungi juga dijamin se.pe.nuhnya.  

W. Frie.dman dalam bukunya yang be.rjudul Law in Changing Socie .ty juga 

be.rpe.nbisa bahwa supre.masi hukum atau ke.daulatan hukum bisa dipakai pada be.ntuk 

formal (in the. formal se .nse.) juga dalam be.ntuk arti mate.riil (ide.ology se.nse.), rule. of 

law dalam be.ntuk arti formal tidak lain artinya daripada organize.d public powe .r atau 

ke.kuasaan umum yang te .rorganisasi se.hingga se.tiap ne.garapun me.miliki rule. of law, 

walapun ne.gara totalite .r se.kalipun. Se.dangkan rule. of law dalam arti mate .riil yakni 

rule. of law yang me .rupakan rule. of just law. Hal inilah yang dimaknai de .ngan 

me.ne.gakkan rule. of law yang se.be.narnya.15 

Pe.nulis me.ngaplikasikan kae .dah ne.gara hukum ini dalam rangka guna me .ngulik 

juga me.nganalisis proble .m yang be.rkaitan de.ngan tanah te.rlantar di Indone .sia, 

dimana Indone.sia se.ndiri me.rupakan Ne.gara Hukum. 

 

 
15 Ibid. hlm 36 
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2. Teori Kepastian Hukum 

Ke.pastian yakni karakte .ristik yang tidak mampu dipisah atas hukum, 

khususnya dalam hal aturan yang ditulis. Salah satu tujuan atas hukum yakni 

ke.pastian mandiri; hukum tanpa nilai te .ntu bisa ke.hilangan makna akibatnya tidak 

mampu lagi dite.rapkan se.laku acuan guna pe.rilaku se.luruh orang. 

Ajaran Yuridis-Dogmatik asalnya atas mazhab gagasan positivistis di dunia 

hukum, yang condong me .ngamati kodifikasi se.suatu de.ngan mandiri juga 

inde.pe.nde.n. Pe.ngikut gagasan ini me.nganggap hukum se .laku kumpulan aturan. 

Pe.nganut aliran ini pe .rcaya bahwa tujuan hukum yakni guna me .mastikan bahwa ada 

ke.pastian hukum. Ke.pastian hukum diciptakan ole .h karakte.r hukum se .ndiri, yang 

bisa me.nghasilkan hukum umum. Karakte.r hukum juga pe.raturan me.ne.mukan hukum 

tidak be.rtujuan dalam me.ncapai ke.adilan atau manfaat, tapi bisa me.mberi ke.pastian.16 

Me.ngacu Utre.cht, ke.pastian hukum me .miliki dua arti: pe.rtama, kae.dah yang 

umum me.ndorong orang tahu yang bisa atau tidak mampu dilaksanakan, juga ke .dua, 

me.mbe.ri orang ke.se.lamatan le.gal atas pe.me.rintah akibatnya aturan yang umum 

me.ndorong orang tahu apa yang bole .h dibe.bankan atau dilaksanakan ne.gara 

padanya17 

Ke.tika UU te.rse.ut banyak juga tidak ada ke .te.tapan yang be.rte.ntangan, maka 

UU te.rse.but je.las yang be.rlandaskan “re.chtswe.rke.lijkhe.id” (ke.nyataan hukum) juga 

 
16

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis juga Sosiologis), (Jakarta: Toko 

Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83 
17 Rommy Haryono Djojorahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di 

Peradilan Perdata”, dimuat pada Jurnal Media Hukum juga Peradilan oleh Universitas Surabaya,  

ISSN : 2654-8178, Volume 5 Nomor 1, Mei 2019, hlm. 94 
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Istilah yang mampu ditafsirkan de.ngan cara yang be .rbe.da tidak bole .h diaplikasikan 

te.rkait UU ini. 

Pe.nulis me .me.riksa juga me.nganalisa masalah de.ngan me .ne.rapkan te.ori 

ke.pastian hukum ini yang te.rkait me.lalui konse.kue.nsi hukum yang dihadapi ole .h 

e.mpunya tanah jika tanah yang dimiliki dinyatakan te .rlantar ole.h Pe.me.rintah. 

3. Teori Kewenangan 

Kata "we.we.nang" asal kata me.nde.finisikan me.lambangkan hal be.rwe.nang, hak, 

juga ke.kuasaan yang dimiliki se.se.orang dalam me .laksanakan tindakan te .rte.ntu. 

Ke.kuasaan formal asalnya dari ke.kuasaan le .gislatif (dianuge.rahi ole .h UU) atau 

e.kse.kutif administratif. Se .cara singkat, ke.we.nangan me.miliki makna suatu ke .kuasaan 

yang sah. Hal ini te .rjadi akibat te.rbisa suatu perundang-undangan yang memberikan 

jaminan atas suatu ke .we.nangan te.rhadap pe.jabat yang be.rwe.nang. Hal ini dike .nal 

se.bagai asas le.galitas, yang asal katanya "le.x", artinya "Undang-Undang". 

Se.cara umum, ke.we .nangan dibagi me.lambangkan tiga je.nis, yaitu ke.we.nangan 

yang be.rkarakte .r te.rikat, fakultatif (pilihan), juga be.bas. Pe.mbagian ini be.rkaitan e.rat 

de.ngan ke.kuasaan dalam pe.nciptaan juga pe.ne.rbitan ke.putusan (be.sluite.n) se.rta 

ke.te.tapan (be.schikinge.n) ole.h organ pe.me.rintahan, yang mana te.rbisa ke.putusan yang 

be.rkarakte.r te .rikat juga be.bas. 

Jika aturan dasar hanya me .ne.tapkan isi juga putusan yang pe .rlu diambil atau jika 

aturan dasar me .ne.tapkan kapan juga guna kondisi we.we.nang te.rse.but mapu 

dite.rapkan, itu dise .but ke.we.nangan te .rikat. Dalam we.we.nang fakultatif, jika 
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organisasi tata usaha ne.gara te.rkait tidak diharuskan dalam me.manfaatkan otoritas 

atau me.miliki opsi guna me .njadikannya, me.skipun opsi ini hanya mampu 

dilaksanakan guna hal-hal atau kondisi te.rte.ntu yang dipastikan ole.h pe.raturan dasar. 

Yang te.rakhir, ke.we.nangan be.bas, adanya ke.tika pe.raturan dasarnya me .mbe.ri badan 

atau pe.jabat tata usaha ne .gara ke .be.basan dalam me.mbuat ke.putusan se.ndiri.18  

Se.cara hukum, we.we.nang yakni ke.mampuan yang dianuge.rahi ole.h pe.raturan 

perundang-undangan guna me.njadikan tindakan yang me.lahirkan akibat hukum. 

Pe.ne.rapan we.we.nang harus me.ndasari dasar yang sah dalam hukum positif agar tidak 

te.rjadi pe.nyalahgunaan ke.kuasaan. Pe.ne.rapan we.we.nang pe.me.rintahan se.lalu 

dise.kati ole.h hukum, se .tidaknya ole.h hukum yang be.rlaku. Pe.ne.rapan we.we.nang ini 

diatur juga patuh pada hukum yang te.rtulis maupun tidak te.rtulis. Guna hukum yang 

tidak te.rtulis, dalam hukum pe.me.rintahan di Indone.sia, hal ini dike.nal de.ngan istilah 

“asas-asas umum pe.me.rintahan yang baik”.19 

Pe.nulis me.nggunakan te .ori ke.we.nangan ini dalam rangka guna me .mbahas juga 

me.nganalisis proble.m yang be.rkaitan de.ngan ke.we.nangan pe.me.rintah te.rhadap tanah 

te.rlantar. 

 

 

 

 
18  Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 2002, hlm. 68 
19 Ibid, hlm. 69 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Suatu kajian ilmiah dimaknaikan guna me .njangkau pe.nge.tahuan yang be .nar 

te.ntang suatu obje .k yang akan dite.liti be.rlandaskan se.rangkaian langkah yang diakui 

para komunitas dalam disiplin ke .ahlian (inte.rsubje.ktif) se.hingga bisa diakui karakte .r 

ke.ilmiahannya (we.te.nschappe.lijkhe.id) maupun bisa dite .lusuri ke.mbali ole .h siapapun 

yang be.rminat juga me .rupakan hal baru (nie.uw moe.t zijn). 

Pe.ne.litian hukum pada dasarnya me .rupakan suatu aktifitas ke.ilmiahan 

be.rlandaskan de.ngan pe.nde.katan, struktur, juga panjugagan khusus yang be .rtujuan 

guna me.mpe.lajari satu ataupun Be .rbagai fe.nome.na hukum khusus de .ngan cara 

me.nganalisisnya guna se .lanjutnya me.cari solusi atas be .rbagai Isu yang timbul dalam 

ge.jala yang re.le.van.20 

Pe.ne.litian normatif yakni semacam kajian yang diaplikasikan. Pe.ne.litian 

hukum normatif, je.nis pe.ne.litian te.rhadap be.rbagai norma yang te .rse.mat 

pada Undang-Undang juga standar hukum masyarakat, yang dilaksanakan de.ngan 

me.ninjau sumbe.r ke.pustakaan juga data lainnya guna dite .liti. 

Me.ngacu pada Soe .rjono Soe.kanto, pe.nde.katan hukum normatif yakni 

pe.ne.litian yang dilangsungkan de .ngan cara me .mpe.lajari lite.ratur atau data se .kunde.r 

se.bagai landasan dalam dibahas me .lalui me.njadikan pe.ne.lusuran pada aturan juga 

 
20 Jonaedi Efendi juga Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif juga empiris, 

(Depok: Prenamedia Group, 2016), hlm. 16 
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lite.ratur me.lalui masalah te.rse.but. 21 Studi hukum normatif me .ncakup studi te .ntang 

hukum yang be.rkaitan te.ntang dasar, siste .matika, sinkronisasi, se.jarah, juga studi 

pe.rbandingan.22 

2. Pendekatan Penelitian 

Me.tode. pe.nde.katan yang diaplikasikan pe .nulis dalam pe.ne.litian ini yakni 

Pe.nde.katan Pe.rUndang-Undangan (statute. approach) juga Pe.nde.katan Analisis 

Konte.n (Conte.nt Analysis). 

1. Pe.nde.katan Normatif Pe .raturan (Statute. Approach) 

Pe.nde.katan Le.gislasi atau yuridis yakni pe.ne .litian te.rhadap produk-produk 

hukum.15 Pe.nde.katan ini dilangsungkan guna me.ngkaji se.luruh Undang-Undang juga 

re.gulasi yang re.le.van de.ngan topik pe.ne.litian. 

2. Pe.nde.katan Kajian Isi (Conte.nt Analysis) 

Pe.nde.katan Pe.nde.katan Kajian Isi atau Conte.nt Analysis yakni pe.nde.katan 

pe.ne.litian yang me .ndalam juga siste.matis dalam me .nganalisis be.rbagai je .nis konte.n, 

se.pe.rti te.ks, gambar, atau me .dia lainnya.23 Me.tode. ini me.mungkinkan para pe .ne.liti 

guna me.nge.tahui juga me.mahami akan makna, pola, juga karakte .ristik dari konte .n 

yang dite.liti. 

 
21

 Soerjono Soekanto juga Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14 
22

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 

42-43 
23

Publish Jurnal dalam https://publishjurnal.com/2023/11/28/content-analysis-definisi/ 

yang diakses pada 25 November 2024 pukul 02.37 WIB 

https://publishjurnal.com/2023/11/28/content-analysis-pengertian/
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Guna mengumpulkan referensi guna diterapkan terkait studi hukum normatif, 

penulis memeriksa kepustakaan sebagai sumber bahan hukum yang menerapkan 

aturan hukum terkait melalui penelitian, berbagai buku dan literatur sejalan dalam 

judul beserta macam-macam teori yang membantu penelitian ini. 

Maka dari itu, Guna mendukung penelitian ini, diharuskan beberapa dokumen 

hukum, yaitu: 

1. Bahan Hukum Primer 

Merupakan dasar hukum mengikat, diantaranya: 

a. UUD Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 

b. Peraturan Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 

No 104 dan No 2043); 

c. UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara 2020 No 245, dan 

6573); 

d. PP No 64 Tahun 2021 mengenai Badan Bank Tanah (Lembaran Negara 

2021 No 109, dan 6683); 

e. UU No 24 Tahun 1992 mengenai Analisis area (Lembaran Negara 1992) 

f. PP No 36 Tahun 1998 mengenai Penanganan Dan Strategi Penggunaan 

Tanah Terlantar (Lembaran Negara 1998 No 51, dan No 3745) 

g. PP No 20 Tahun 2021 Tentang Penataan Wilayah dan Tanah Telantar 

(Lembaran Negara Tahun 2021 No 30, Tambahan No 6632) 
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h. PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pendayagunaan Tanah 

Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 No 16, dan No 5098) 

i. PP No 64 Tahun 2021 mengenai BBT (Lembaran Negara 2021 No 109, 

dan 6683) 

j. Perpres No 177 Tahun 2024 mengenai National Land Administration 

(Lembaran Negara Tahun 2024 No 373) 

k. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Tahun 2014 No 292, Tambahan Lembaran Negara No 5601) 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum erat terkait melalui bahan 

hukum primer, hingga penulis mampu mengetahui dan 

menganalisa banyak bahan hukum primer, seperti literatur, buku, dan 

penelitian ilmiah tentang pandangan hukum yang relevan untuk penelitian 

ini 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu sumber hukum yang memfasilitasi sumber primer dan sekunder 

memahami sumber hukum lainnya. Penulis menggunakan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sebagai bahan hukum tersier. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Dalam menganalisa bahan pe.ne.litian yang dibutuhkan dalam me.ndukung 

pe.ne.litian hukum normatif, hingga pe.nulis menganalisa berbagai sumbe.r hukum 
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te.rhadap pe.ne.litian ke.pustakaan, studi buku te.rkait me.lalui judul pe.ne.litian, se.rta 

artike.l atau jurnal me.ndukung te.ori yang diaplikasikan dalam studi. 

Me.nge.tahui juga me.mahami Undang-Undang, me.ne.liti lite.ratur se.pe.rti buku, 

jurnal, we.bsite. dalam internet, dan juga me.dia sosial te.rkait me.lalui masalah ini. 

Peneliti juga me.milih be.be.rapa macam bahan yang me.ngkombinasi pe.rspe.ktif yang 

be.rbe.da juga tantangan satu sama lain yakni se.luruh langkah yang diambil guna 

me.ngumpulkan bahan pe.ne.litian ini be.rupa bahan hukum. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Se.sudah bahan dikumpulkan, bahan pe.ne.litian diprose.s dalam be.be.rapa 

langkahnya: 

1. E.diting, yakni pe.nulisan me.ngkaji sumbe.r pe.ne.litian telah didapat hingga 

mampu dile.ngkapi jika bahan pe.ne.litian yang be.lum le.ngkap dite.mukan; 

se.lain itu, pe.nulis me.mformulasikan informasi hukum yang dite.mukan 

me.lambangkan kalimat yang le.bih singkat. 

2. Siste.matisasi, yakni sumbe.r hukum yang bisa dite.rapkan guna pe.ne.litian 

dipilih ole.h pe.nulis, dikate.gorikan me.ngacu pe.nggolongan bahan hukum, 

juga se.lanjutnya disusun de.ngan siste.matis juga logis guna me.mastikan 

bahwa adanya hubungan juga kore.lasi antara bahan hukum yang be.rbe.da. 
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3. De.skripsi, yakni pe.nulis me.nggunakan sumbe.r hukum guna me.nje.laskan 

hasil pe.ne.litian juga me.nganalisisnya.24 

Lalu guna me.nafsifkan makna dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan 

guna pe.ne.litian ini, pe.nulis me.nggunakan Pe.nafsiran Siste.matis. Pe.nafsiran 

Siste.matis (Siste.matische. inte.rpre.tative.) me.rupakan se.buah site.m yang te.rdiri dari 

se.jumlah subsiste.m.25 Tidak ada satu pun Undang-Undang yang be.rdiri se.ndiri, be.bas 

dari aturan hukum lain atas siste.m hukum yang me.limpah. Ke.se.ge.napan siste.m 

hukum te.rdiri dari se.luruh Undang-Undang. 

 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Analisis normatif akan diterapkan untuk melakukan analisa penelitian ini. Bahan 

hukum utama, pendukung, juga pelengkap yang sudah disusun dengan terstruktur 

bisa dianalisa secara penerapan metode berikut:26 

a. Metode Induktif 

Dalam kasus ini, data yang didapat mampu dibacakan, ditafsir, dibanding, 

dan dikaji sebelum dimasukkan ke dalam kesimpulan. 

 

 

 

 
24

 Mukti Fajar juga Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181 
25

 Muhammad Yasin/Normand Edwin Elnizar, 2019, “Literia Legis juga Sintetia Legis: 

Mengenali Beragam Cara Menafsir Hukum”, yang diakses melalui 

https://www.hukumonline.com/berita/a/iliteria-legis-i-juga-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-

menafsir-hukum-lt5d59f19c5d9a2/?page=2 pada 3 April 2022 pukul 11.54 WIB 
26 Bambang Sunggono, Op.Cit., hlm. 10-11 

https://www.hukumonline.com/berita/a/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum-lt5d59f19c5d9a2/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum-lt5d59f19c5d9a2/?page=2
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b. Metode Deduktif 

Metodi ini yaitu kebenaran ideal yang berfungsi sebagai aksiomatik (self-

evident) yang tidak dapat diragukan lagi benar dan menghasilkan kesimpulan 

yang lebih khusus. 

c. Metode Komperatif 

Metode ini melakukan perbandingan antara beberapa sumber hukum yang 

dijadikan bahan studi.  

 

7. Teknik Penarikan kesimpulan 

Dapat dilaksanakan melalui penalaran deduktif, adalah teknik penalaran umum, 

baik secara individual maupun konkrit. Setelah berbagai temuan hukum diterapkan 

dan ditemukan penyelesaian terkait persoalannya, lalu diambil secara umum untuk 

dibuat kesimpulan dengan khusus. 

8. Jalannya Penelitian 

Adapun rencana jalannya penelitian dengan cara: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tema seputar pengaturan tanah 

terlantar 
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b. Menentukan Judul Penelitian 

Judul peneliti yang diambil adalah “Pengaturan Tanah Terlantar Sebagai 

Objek Bank Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” 

c. Konsultasi Dengan Pembimbing Mengenai Judul Penelitian dan 

Penyusunan Proposal 

Setelah didapatkan judul penelitian, langkah selanjutnya adalah 

melakukan konsultasi dengan pembimbing atas judul penelitian yang 

telah ditentukan, serta menjelaskan alasan penulis mengambil judul 

tersebut. 

d. Studi Kepustakaan 

Langkah be.rikutnya yakni me.njadikan studi ke.susatraan, dimana studi 

ke.susatraan me.rupakan bagian e.se.nsial dalam pe.ne.litian. Pe.ne.litian 

ke.pustakaan yakni se.gala usaha yang dilangsungkan ole.h pe.ne.liti guna 

me.ngumpulkan informasi yang be.rkore.lasi de.ngan te.ma atau masalah 

yang akan dikaji. Informasi bisa dite.rima dari buku, be.rbagai Pe.raturan 

Pe.rundang-Undangan, juga sumbe.r-sumbe.r lainnya. 

e. Konsultasi Dengan pembimbing dan melakukan Revisi 

Se.habis me.nyusun Bab 1, pe.nulis akan me.njadikan konsultasi de.ngan 

dose.n pe.mbimbing utama juga dose.n pe.mbimbing pe.mbantu te.ntang 

proposal juga me.mpe.rtanggungjawabkan se.luruh yang sudah dirancang. 

Se.habis itu, pe.mbimbing me.nggagih re.visi te.rhadap proposal yang 

pe.ne.liti buat agar pe.nulis bisa me.njadikan re.visi se.ce.patnya. 
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f. Mempresentasikan Proposal Penelitian 

Setelah proposal disetujui oleh pembimbing maka selanjutnya adalah 

mempresentasikan proposal penelitian dihadapan pembimbing, penguji 

serta mahasiswa yang datang dalam kegiatan sidang proposal tersebut 

pada bulan September 2022. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Se.habis ke.se.ge.napan data pe.ngorganisasian data yang sudah me.le.wati 

proswe.s e.diting te.rkumpul, lalu dilanjukan e.ntry data de.ngan me.nggunakan 

fasilitas kompute.r. Se.habisnya dilangsungkan analisa data juga pe.nulisan 

laporan pe.ne.litian. 

3. Konsultasi Dengan Pembimbing 

Hasil penelitian yang dilangsungkan, kemudian dikonsultasikan kepada 

pembimbing untuk selanjunya siap diujikan pada ujian sidang hasil 

penelitian. 

4. Sidang Hasil Penelitan 

Me.rupakan tahap akhir pe.nyajian hasil pe.ne.ltian yang me.nggambarkan hasil 

pe.ne.litian yang sudah dilangsungkan juga dipe.rtanggungjawabkan dalam 

skripsi. 
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